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Abstrak

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar
terjadinya kecelakaan lalu lintas di sebabkan karena factor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap
peraturan lalu lintas namun masih banyak ditemukan adanya penyebab diluar faktor manusia seperti ban pecah,
rem blong, jalan berlubang, dll. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah ancaman pidana terhadap pelaku
pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, faktor yang menyebabkan
terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan upaya
penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian.Metode
penelitian menggunakan jenis hukum normatif empiris. Sifat penelitian yang dipakai deskriptif analisis. Teknik
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan analisis
kualitatif. Hasil penelitian bahwa penyebab terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia berupa faktor kelalaian manusia, faktor kenderaan yang tidak layak mengakibatkan
terjadi kecelakaan, faktor cuaca tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana sudah rusak maka akan
banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum yang diberikan berupa preventif atau pencegahan dan
represif. Kesimpulan bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang
mengakibatkan kematian orang lain yaitu Pasal 359 KUHP selama hukuman lima tahun penjara dan sanksi pidana
Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
pidana selama enam tahun. Faktor terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia salah satunya faktor manusia, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan faktor jalan. Upaya penegakan
hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian yakni upaya pencegahan
dan upaya represif.
Kata Kunci: Kelalaian, Pelanggaran Lalu Lintas, Kematian.

Abstract
Traffic violations cannot be left alone because based on available data most of the occurrence of traffic accidents are
caused by the human factor of road users who do not comply with traffic regulations but there are still many causes
outside of human factors such as broken tires, failed brakes, roads holes and so on. The problems in this study are
criminal threats against traffic violations due to negligence resulting in the death of others, what factors cause
negligence in traffic accidents that result in other people's death and law enforcement efforts against traffic offenders
due to negligence causing death. The research method uses a type of empirical normative law. The nature of the
research used is descriptive analysis. Data collection techniques using library research and field studies. Data analysis
used qualitative analysis. The results of the study that the cause of negligence in traffic accidents that resulted in other
people’s death in the form of human negligence factors, inappropriate vehicle factors resulting in accidents, weather
factors could not determine it then the road factor where it was damaged there would be many traffic accidents. Law
enforcement provided in the form of preventive or preventive and repressive. The conclusion that the criminal threat to
traffic violations due to negligence resulting in the death of another person is regulated in Article 359 of the Criminal
Code for a maximum imprisonment of five years or a maximum confinement of one year and criminal sanctions are
regulated in Article 310 Paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is a criminal
offense for 6 (six) years. Factors that cause negligence in traffic accidents that cause other people to die are human
factors, vehicle factors, weather factors, and road factors. Efforts to enforce the law against traffic violations due to
negligence causing death, one of which is prevention and repressive efforts.
Keywords: Default, State Owened Enterprise, Rent and Sell.
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PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data
yang ada sebagian besar terjadi nya kecelakaan lalu lintas di sebabkan karena factor
manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas namun masih
banyak ditemukan adanya penyebab diluar factor manusia seperti ban pecah, rem blong,
jalan berlubang dan lain-lain (Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, 2012 : 41).
Masalah kemacetan lalu lintas, bahwa data harus menunjukkan dalam terjadi kemacetan
itu karena adanya mengakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau
pengguna jalan. Namun ada factor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain
pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu,
kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurangf memadai dan lain-lain (Alam & Ilyas, 2010
: 10). Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia (Adam,
2002 : 34).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan
pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang
semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam cara
mengadili (Moeljatno, 2015 : 79). Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta
permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan
penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas,
harapanya masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya
kedamaian berlalu lintas. Penegakan hukum pidana tehadap pelaku pelanggaran lalu
lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai
factor (Rekyan, 2020).

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus pelaku
pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang akan penulis
kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor No.
241/Pid.sus/2018/PN.Mdn yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai
berikut :

Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375
YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.I. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya
didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi Ardian Syahputra Surbakti sedang mengatur
parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi Ardian Syahputra Surbakti dan
mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi Ardian Syahputra Surbakti duduk di sebelah
kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K1. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan
Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK. 9375 YH mengalami rem blong/ tidak
berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa
tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang
berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan
mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban
Habibi Rahman sedang menaiki angkot sehingga korban Habibi Rahman terpental
kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. Habibi Rahman Albuchari
meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan
pada saat yang bersamaan saksi korban M. Rasidi yang berada didalam angkot morina
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tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut
menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil
Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. Burhanuddin,
setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan
berlari menuju rumah milik warga lain. akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama
Habibi Rahman Albuchari dibawa ke RSU. Korban Habibi Rahman Albuchari telah
dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pekan
Labuhan. (Fithri, B. 2017).

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakan lalu lintas sendiri terjadi adalah
kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara,
misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak
memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi
kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi
ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang
dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk,
kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan
pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah
diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh
faktor usia pengemudi (Romli, 1992:32).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris.
Penelitian hukum normatif empiris merupakan mengkaji tentang pelaksanaan atau
implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai
tujuan yang telah ditentukan (Elisabeth, 2018 : 39). Sedangkan penelitian empiris
merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama
dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara. Sifat
Penelitian ini adalah dipergunakan berupa Deskriptif analisis dari studi Putusan Nomor
241/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Untuk melakukan analisa data dan kesimpulan menggunakan
metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan
mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul
pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian atau
kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang karena
kelalaiannya mengakibatkan luka luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal
310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Farouk, 1999 : 67).

Dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan mengatur tentang kelalaian pengendara motor yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kelalaian juga dapat
diartikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut
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menyebabkan akibat yang dilarang dan juga diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
meskipun begitu perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja akan tetapi pelaku dapat berbuat
secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang (Kunarto, 2007 : 69).

Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan yang
bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam
mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana maksimum 6
(enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. (Putri, E. 2020).

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan
kenderaan bermotor menyebabkan orang lain mati di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan
didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan
terdakwa, maupun alat-alat bukti, selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu
dakwaan dan tuntutan jaksa yaitu:

1. Kronologi Kasus

Berawal pada hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa
berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai
dengan melewati Jalan K. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa
melihat saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian
Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke
Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya
sesampainya di J1. K.1. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck
BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck
yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK
1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang
mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu
korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpental
kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal
dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang
bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami
luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799
KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan
hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN, setelah mobil truck yang dikendarai
Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut

Dakwaan primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Repubulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Dakwaan Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Repubulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
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Lebih subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
310 Ayat (2) Undang-Undang Repubulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

3. Fakta-fakta Hukum

Bahwa pada tanggal 24 November 2017 pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari
Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati
Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi
ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa
memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu
saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sesampainya di Jalan KL Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec.
Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu
bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang
mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga
terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan
yang mana pada saat itu korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban
HABIBI RAHMAN terpental kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI
RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit
Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam
angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa
tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian
mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN
setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari
menuju rumah milik warga lain.

Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian
kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya
korban dibawa ke RSU. Delima dan akhirnya korban HABIBI meninggal dunia dan selanjutnya
korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan,
hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa.

Bahwa benar keusakan mopen angkot morina dengan BK 1396 GF mengalami kerusakan
ringsek pada bagian belakang dan mopen Avanza dengan BK 1799 KQ juga mengalami rusak
risek serta rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami rusak/ambruk pada bagian depan,
sedangkan mobil truck dengan BK 9375 YH tidak ada kerusakan.

Dalam persidangan juga dihadirkan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil truck BK 9375
YH. 1 (satu) lembar STNK BK 9375 YH. 1 (satu) unit mopen angkot Morina BK 1396 GF. 1 (satu)
lembar STNK BK 1396 GF. 1 (satu) lembar SIM A an. Marlan Hutabarat. 1 (satu) unit mopen
Avanza BK 1799 KQ. 1 (satu) lembar STNK BK 1799 KQ. 1 (satu) lembar SIM A an Rino Qafri
Wandra. 1 (satu) lembar SIM B1 an. Indra Tarihoran.

4. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Poin-poin penting yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo akan
diuraikan dan dideskripsikan di bawah ini. Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya
adalah:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor :
676/1GD/RSU-D/XI1/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dari instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit
Umum Delima Jalan KI. Yos Sudarso Km. 13,6 Martubung - Medan yang ditanda tangani dr Mei
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Jayanti Siregar yang dalam kesimpulannya dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wajah
bagiann kiri remuk dalam (gepeng), luka lecet bagian kaki kanan dan Kiri, telinga bagian kanan
mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan, harus
dianggap dan termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan
dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan
apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
uraian dakwaan Jaksa Penunut Umum tersebut.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya
adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;

3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak
ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan
perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa
terdakwa Indra Tarihoran yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang
bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan
Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Indra Tarihoran
sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta
tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum. (Dermawan, A. 2020).

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Pemeriksaan
dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta
barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib
Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju
ke Binjai dengan melewati Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata
Terdakwa melihat saksi Ardian Syahputra Surbakti sedang mengatur parkir di wisma rata
kemudian Terdakwa memanggil saksi Ardian Syahputra Surbakti dan mengajaknya untuk ikut ke
Binjai lalu saksi Ardian Syahputra Surbakti duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya
sesampainya di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil
truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil
truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina
BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang
mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu
korban Habibi Rahman sedang menaiki angkot sehingga korban Habibi Rahman terpental
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kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. Habibi Rahman Albuchari meninggal dunia
ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan
saksi korban M. Rasidi yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka,
lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang
sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga
menabrak rumah milik Sdr. Burhanuddin, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa
tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain. (Sipahutar,
E. 2020).

Pada saat itu saksi langsung turun dari angkot saksi untuk melihat penumpang yang akan
naik tadi dalam keadaan luka berat dan berdarah, sedangkan penumpang yang berada didalam
angkot mengalami lukaluka, kemudian saksi melihat supir truck berlari dan masuk kerumah
warga yang ada dekat lokasi kejadian dan saksi juga melihat kalau Terdakwa ini sudah dipukuli
oleh warga yang ada disitu. (Mutriady Lubis, A. 2018).

Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian
kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya
korban dibawa ke RSU. Delima dan akhirnya korban Habibi meninggal dunia dan selanjutnya
korban M. Rasidi mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung
bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah:

Matinya orang disini ridak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;

Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa.

Atas ketiga unsur dalam Pasal 310 ayat 4 UU LLA] menyebutkan bahwa “dalam hal
kecelakaan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan
waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak
kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut
apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka
menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan
pidana yang diatur dalam UU LLA]J, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada
Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan
pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah
yang diterapkan.” (Naning, 2013 : 58)

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLA] sebagai peraturan yang bersifat khusus,
maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan
menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLA]J dengan ancaman pidana maksimum 6
(enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Dalam putusan pengadilan No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana kelalaian
lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain telah memenuhi unsur-unsur yang
terdapat dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang lalu lintas. Putusan pengadilan
No0.241/Pid.sus/2018/PN.Mdn adalah hasil putusan yang diajukan oleh jaksa atas putusan
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pengadilan 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn yang dianggap tidak memberik efek jera dan tidak
memenuhi rasa keadilan. Menurut pandangan penulis. Majelis hakim telah benar namun
mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa perlu diperbaiki karena terdakwa terlalu
ceroboh dan kurang hati-hati.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, Hakim tidak melihat hal pada diri
atau perbuatan Terdakwa Indra Tarihoran yang dapat menghapuskan atau meniadaan
pemidanaan, oleh karena itu maka kepada terdakwa Indra Tarihoran harus dinyatakan bersalah
dan karenanya dijatuhkan hukuman. dalam proses persidangan, Hakim memperoleh fakta,
Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas, oleh karena itu
Terdakwa Indra Tarihoran memiliki Pertanggungjawaban pidana. Terdakwa telah dinyatakan
bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sepantasnya pula kepada Terdakwa dibebankan
untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat 1 KUHAP.

Adapun dalam kasus ini seharusnya tuntutan hukum yang dibuat penuntut umum dalam
bentuk surat dakwaan pada tindak pidana yang karena kesalahannya/ kelalaian yang
menyebabkan matinya orang dan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim menjatuhkan pidana penjara
terhadap terdakwa mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai
dengan pasal yang di dakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan
dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, ancaman pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan (Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban,
SH, MH,, Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli Pukul 11.00 WIB)

Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn belum
sesuai dengan ketentuan, Mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa
peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (lex spesialis
degorat lex generalis), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan Raya Nomor 22 Tahun
2009 (lex spesialis) mengenyampingkan KUHPidana (lex generalis). Dalam Kasus ini Pasal 310
ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenyampingkan Pasal 359 dan Pasal
360 ayat (2) KUHPidana. Namun hakim menetapkan 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. (Effendy, S. 2014)

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian mengemudikan kendaraan
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, masalah ini perlu medapatkan perhatian yang lebih
besar karena dalam suatu kecelakaan lalu lintas ini banyak yang menyebabkan dimana para
korbannya dapat mengakibat mati ataupun cacat dengan seumur hidup, maka dengan demikian
aparat Kepolsian yang membidangi masalah laka lantas supaya dapat meningkatkan kemanan
dan juga seharusnya dapat mensosialisasikan Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan
jalan agar masyarakat pemakai jalan tidak lagi sewenang-wenangnya untuk mengenderai
kenderaannya (Muhammad Fasial, 2020).

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas tentang masalah faktor terjadinya kecelakaan lalu
lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana yang dikemukakan oleh
Wawancara dengan Dominggus Silaban, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai
berikut di bawabh ini:
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1. Faktor Manusia

Faktor manusia, dimana pelanggaran tersebut dapat terjadi karena dengan sengaja
melanggar, ketidak tahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan
yang diberlakukan dan juga kemungkinan dimana para pengnedara pura-pura tidak tahu adanya
rambu-rambu lalu lintas dengan kata para pengendara membawa kenderaannya secara ugal-
ugalan, membawa minuman keras, mengantuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan
lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

2. Faktor Kenderaan

Faktor kenderaan akibat kelelahan yang mengakibatkan bagian kenderaan patah, peralatan
yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya dimana keseluruhan kenderaan
sangat terkait dengan tekhnologi yang digunakan baik tentang perawatan yang dilakukan
terhadap kenderaan, maka untuk mengurangi faktor tersebut seharusnya perawatan kenderaan
diperlukan disamping adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kenderaan bermotor
secara regular.

3. FaktorJalan

Faktor jalan diperhatikan dimana jalan rusak dan kondisi permukaan jalan serta juga jalan

yang berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.
4. Faktor Cuaca

Faktor cuaca ini terjadi pengereman menjadi jauh, jalan menjadi licin, jarak pandang juga
terpengaruh karena penghapusan kaca bagi kenderaan mobil tidak bisa bekerja secara sempurna
atau nlebatnya hujan mengakibatkan pandangan lebih pendek dan bagi pengendara sepeda
motor akan mengakibatkan jalan licin dan juga sering tidak terkendalinya kenderaan dimana ban
sepeda motor sering tergelincir.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Medan juga
mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas ada juga terdapat beberapa faktor yaitu
pertama, Faktor Hukumnya yaitu dimana sanksi hukum yang ditetapkan dalam Undang-undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas belum
dapat diterapkan secara konsekwen oleh para Hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran
lalu lintas. Kedua, faktor penegak hukum yaitu dimana masih adanya oknum penegak hukum
yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan apabila terjadi kecelakaan lalu linta.
Ketiga, faktor kesadaran hukum yaitu dimana kesadaran masyarakat masih kurang memahami
kesadaran hukum. Keempat, faktor sarana dan prasana yaitu dimana sarana dan prasarana lalu
lintas masih kurang memada dan kelima, faktor budaya masyarakat yaitu dimana terdapat
kebiasaan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas dengan upaya
damai di tempat dan juga kondisi wilayahnya (Hasil Wawancara dengan Dominggus Silaban, SH,
MH,, Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli Pukul 11.00 WIB).

Penjelasan tersebut di atas dimana Hakim Pengadilan Negeri Medan mengemukakan
kembali tentang hal-hal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi
kenderaan bermotor yang mengakibatkan kematian bahwasanya di Kota Medan ang menjadi
faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada umumnya karena kelalaian supir ataupun
pengendara kenderaan bermotor seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn sebab sudah terlalu banyak yang mempunyai
kenderaan apalagi kalau kita lihat dalam hal mobil truck sangat pesat sekali berkembangnya di
Kota Medan dan mungkin juga akibat dari pada padatnya kenderaan bermotor umpamanya
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sepeda motor dan mobil karena untuk memiliki sebuah sepeda motor saja sangat mudah sekali
untuk memperolehnya.

Berdasarkan kasus yang diangkat dalam penelian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor, 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn tentang sebuah kasus pidana pelanggaran lalu lintas
akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang Indra Tarihoran
supir mobil truck menuju ke Binjai dengan melewati Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika
sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat Ardian Syahputra Surbakti sedang mengatur
parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil Ardian Syahputra Surbakti dan
mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu Ardian Syahputra Surbakti duduk di sebelah Kkiri
Terdakwa.selanjutnya sesampainya di Jalan KL Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec.
Medan Labuhan mobil truck mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian
depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen
angkot Morina yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan
yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat
itu korban Habibi Rahman sedang menaiki angkot sehingga korban Habibi Rahman terpental
kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. Habibi Rahman Albuchari meninggal dunia
ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan
saksi korban M. Rasidi yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka,
lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang
sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga
menabrak rumah milik Sdr. Burhanuddin setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut
berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain. Akibat kecelakaan
tersebut, korban Habibi mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan,
telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSU. Delima dan
akhirnya korban Habibi meninggal dunia dan selanjutnya korban M. Rasidi mengalamiluka robek
dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di
kening dan dibawak.

Majelis Hakim ada alasan yang bisa menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri
terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, pada perkara ini putusan yang
menjatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum
yaitu dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan. Hakim Pengadilan Negeri Medan seperti apa yang
disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan, meskipun yang menjadi masalah
dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum Hakim, namun
penulis akan mengomentari putusan  Pengadilan Negeri Medan  Nomor,
241/Pid.sus/2018/PN.Mdn secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan
Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau
belum. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi
ketentuan Pasal 143 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi
tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau lahir,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan
telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.
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Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut juga mengemukan yang pada umumnya

terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian pengendara di
Kota Medan dimana para pemakai jalan masih kurang kesadaran hukumnya dalam berlalu lintas
apalagi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan dan juga ada juga kelemahan bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya
sebab Undang-undang tersebut masyarakat masih kurang mengetahuinya yang diakibatkan
pensosialosasikan kepada masyarakat masih kurang maka dengan demikian Undang-undang
yang telah diberlakukan seharusnya disosialisasikanlah kepada masyarakat umum, dengan hal
tersebut di atas sehingga kedisipilinan dan kewaspadaan para pemakai kenderaan tidak
mengindahkan adanya peraturan tentang berlalu lintas.
Upaya/solusi terhadap penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang
mengakibatkan kematian dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif, upaya ini
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan
pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang
telah melakukan pelanggaran. Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas
Kota Medan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam
fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan
dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung.

SIMPULAN

Ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang
mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP dan adalah pidana
penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga
diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.
22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana selama 6
(enam) tahun sedangkan kasus Indra Tarihoran dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn bahwa maajelis Hakim dalam persidangan
memutuskan bahwa terdakwa dikenakan ancaman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dengan berbagai pertimbangan juga disertai dengan alat bukti dan fakta hukum yang ada.
Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia salah satunya faktor manusia dimana kurang
hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi sedangkan faktor kenderaan dimana
kenderaan tersebut mungkin saja tidak layak lagi untuk dijalankan dan juga mengenai
faktor cuaca hal ini tidak bisa diduga-duga karena faktor cuaca ini manusia tidak bisa
menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana jalan ini sangat penting sekali bagi
pengemudi yang memakai jalan tersebut, apabila jalan tersebut sudah rusak maka akan
banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku
pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian salah satunya upaya
preventif (pencegahan) dan upaya represif.
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